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BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2O2O

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

a. bahwa untuk melalsanakan ketentuan Pasal 31S ayat
(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal ll2 ayat (7) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Iombok Utara tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS,
serta RPJMD;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten lombok
Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud huruf a,
merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah yang
telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan telah dilakukan evaluasi oleh
Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf adan huruf b,perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan t embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355 );4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan



Negara (trmhran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OO);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomorlo4, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211 ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Icmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomorl26, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a4381 ;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8721 ;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintah Daerah (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebilakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease
2Ol9 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayalan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 134, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O2O tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O2l (l*rlrbar:an Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 239);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2O0O tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 21O, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O28);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2



Nomor 171, Tambahan l€mbaran Negara Repubtk
Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan
Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralcyat
Daerah, dan Informasi La.poran Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6931;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sslagaiman€r telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Partai
Politik (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O18 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil
pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2Ol1 tentang perubahan atas Peratutan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pelaksanaan
T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di *ilayah Provinsi
(kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol1
Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O4l);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221 ;

22. Peratrrran Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran pendapatan
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O (t embaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 94)
sslagaiman4 telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran PendaFatan
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 155);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2O11 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O11 Nomor 525);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Ol1
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa. kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O1l
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 1560);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O12
Nomor 754);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2Ol8
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahtn 2O2O
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
lombok Utara Tahun 2OlO Nomor 3, Tambahan
lrmbaran Daerah Tahun 2O1O Nomor 45);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN IOMBOK UTARA
dan

BUPATI I..OMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Bupati adalah Bupati tombok Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten lombok Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerale yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pa.da pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelol,aan Keuangan Daerah yang sel,anjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menfapkan
serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjuhya disingkat DPA
SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaal daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2O21 direncanakan sebesar Rp.
Rp. 915.147.585.249,00 (sembilan ratus lima belas milyar seratus empat
puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh
sembilan rupiah) yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lainlain Pendapatan daerah yang sah.



Pasal 4

(1) Pendapatan AsIi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1l7.OOO.OOO.OOO,OO (seratus tujuh belas milyar
rupiah) yang terdiri dari atas :

a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dal
d. L,ain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 48.569.646.200,00 (Empat puluh delapan milyar lima ratus
enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus
rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 4.708.392.500,00 (Empat milyar tujuh ratus
delapan juta tiga ratus s€mbilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.
4.7O0.OOO.OOO,OO (Empat milyar tujuh ratus juta rupiall).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direnacanakan sebesar Rp. 59.O21.961.30O,OO (Lima
puluh sembilan milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh
satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 770.213.545.249,00 (Tujuh ratus tujuh puluh
milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh lima ribu dua
ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 724.L31.27O.O00,00 (Tujuh ratus
dua puluh empat milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh
puluh ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.O82.275.249,00 (Empat puluh enam
milyar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus
empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1) L^ain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang di maksud dalam
pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.934.040.000,00 (Dua puluh
tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu
rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapan hibah;
b. Dana darurat; dan
c. l,ain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a

direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah).
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b direncanakan

sebesar Rp. O (nol rupiah).
(4) l-ain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 27.934.O40.OOO,0O (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus
';ga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).



Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.
915.753.264.153,00 ( sembilan ratus lima belas milyar tujuh ratus lima puluh
riga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasa] 8

Pasal 9

(l) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 165.605.432.515,00 ( seratus enam puluh lima
milyar enam ratus lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus
lirna belas rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal bangunan dan gedung;
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja Modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.2OO.5OO.OOO,OO (satu milyar dua ratus juta
lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan setresar Rp. 54.897.973.395,00 (lima puluh empat

(l) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp. 616.O74.063.068,00 (enam ratus enam belas
milyar tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu enam puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja Hibah;
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 326.27O.616.072,00 ("ga ratus dua puluh enam
milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh
dua rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1') huruf b
direncanakan sebesar Rp. 276.779.933.871,00 (dua ratus tujuh puluh
enam milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga
puluh ;ga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. O ( nol rupiah ).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. O ( nol rupiah ).

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 13.023.513.125,00 (tiga belas milyar dua puluh tiga juta lima
ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. O ( nol rupiah ).



milyar delapan ratus sembil,an puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh
tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanalan sebesar Rp. 35.20O.585.152,00 (tiga puluh lima
milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus lima
puluh dua rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.731.573.968,00 (empat puluh lima
milyar tqjuh ratus 'g^ puluh satu juta lima ratus ukuh puluh tiga ribu
sembilan ratus enarn puluh delapan rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya tanah sebagaimana dimaksud pa.da ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 28.574.800.000,00 (dua puluh
delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu
rupiah).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah).

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp 4.525.OOO.OOO,OO (empat milyar lirna ratus dua puluh
lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1! Anggaran belanja transfer Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp 129.548.768.570,00 (seratus dua puluh
sembilan milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam
puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

{2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanalan sebesar Rp 5.327.8O3.87O,OO (lima milyar tiga ratus dua
puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
direncanakan sebesar Rp 124.220.964.700,00 (seratus dua puluh empat
milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu
tu-juh ratus rupiah).

Pasal 12

pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanalan sebesar
Rp 605.678.904 (enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu
sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 10

Pasal 13

(1) Angaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp 4.605.678.904,00 (empat milyar enam
ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat
rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungzrn angg.rran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang rlipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan



f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
4.605.678.904,OO (empat milyar enam ratus lima juta enam ratus tujuh
puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.O (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar Rp.O (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d
direncanakan sebesar Rp.O (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf e direncanakan sebesar Rp.O (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.O (nol rupiah).

Pasal 14

(l) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 12
huruf b direncanakan sebesar Rp 4.0OO.OOO.OOO,OO (empat milyar rupiah),
yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a

direncanakan sebesar Rp.O (nol rupiah).
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b

direncanakan sebesar Rp.4.OOO.O0O.OO0,OO (empat milyar rupiah).
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimksud

pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar Rp.O (nol rupiah).
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimsl2 dimaksud pada ayat (l) huruf f

direncanakn sebesar Rp.O (nol rupiah).
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peratur:rn

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.4. O0O. OO0. 000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan te{adinya surplus/(defisit) sebesar Rp.O (nol
rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.605.678.904
(enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus
empat rupiah).

Pasal 16

(l) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia a-nggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan
dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun Anggaran 2021.



(2) Keadaan darurat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/ atau kejadian

luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
zrnggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wqjib;
c. Pengeluan daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan ; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bag pemerintah daerah dan/atau
masyarakat,

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapa.tan dan belanja daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagan
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara ini
terdiri dari:
l. Lampiran I : Ringkasan APED yang dildasifilqsi m€nurut kelompok dan

Lampiran II
jenis pendapa.tan, belanja, dan pembiayaan;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintaltan Daerah,
Organisasi, nqram, Kegiatan, Sub Kegiatan lGlompok,
Jenis Pendapatan, elrrrja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan
Sub Kegiatan beserta keluaran;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
KeGrpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
delem Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;
Sinkronisasi nogram, dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APtsD;
Sinkronisasi nogram Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Derah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset L^ain-lain.
Daftar Sub Kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan diangga*an ksrrbali dalam
tahun anggaran yang direncanakan;
Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

L,ampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

l,ampiran VIII

lO. la.mpiran IX

14. Lampiran )ilI

15. l,ampiran XIV

2
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6
7
8
9

Lampiran VI
La.mpiran VII

11. Lampiran X
12. L,ampiran XI
13. Lampiran XII

16. Lampiran XV
17. Lampiran XVI



Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lrmbaran Daerah.
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